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KATA SAMBUTAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas

Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar menyambut baik kesempatan yang diberikan
oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali dalam melaksanakan Kajian
Kelayakan Investasi di Provinsi Bali. LPPM UNHI sebagai sebuah Lembaga yang
menjalankan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
senantiasa menyelenggarakan aktivitas akademik di bidang penelitian, kajian serta
pengabdian sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

Tentunya beragam kekurangan masih Kami miliki. Dengan keterbatasan yang Kami
miliki tersebut tak lupa Kami berharap adanya masukan dan dukungan dari
Pemerintah Provinsi Bali, sehingga Kami dapat turut berkontribusi menyukseskan
agenda-agenda strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Sad Kerthi
Loka Bali. Dengan selesainya Kajian Kelayakan Investasi ini tak lupa pula Kami
menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak utamanya Bapak Kepala
Dinas DPMPTSP Provinsi Bali beserta jajaran dan seluruh Tim Pelaksana Kajian

yang telah menyelesaikan dokumen ini mulai dari perencanaan hingga selesai.

Semoga Kajian ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan investasi

sekaligus berdampak positif bagi pengembangan iklim investasi di Provinsi Bali.

Denpasar, Mei 2022

Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Dr. Made Novia Indriani, S.T., M.T
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KATA PENGANTAR
KETUA TIM KAJIAN

Puja dan puji syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /

Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniannya Kita semua masih diberikan
kesehatan dan kekuatan sehingga Kajian kelayakan investasi di Provinsi Bali tahun
2022. Dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kajian kelayakan investasi ini
merupakan sebuah dokumen yang penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam
memetakan potensi dan peluang investasi yang potensial di setiap Kabupaten /Kota
di Provinsi Bali. Kehadiran Kajian ini juga dapat memberikan gambaran informasi
bagi pihak investor atau penanam modal khususnya dalam menilai peluang

investasi yang ada di Provinsi Bali.

Dalam penyusunan kajian kelayakan investasi ini, Kami menggunakan tiga analisa
penting sesuai yang diamanatkan pada Buku Pedoman Penyusunan Profil Peluang
Investasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Republik Indonesia diantaranya: analisa pasar, analisa biaya, dan analisa keuangan.
Tentu Kajian ini masih bersifat sederhana sehingga memerlukan penelitian dan
kajian lanjutan yang lebih detail dan mendalam jika nantinya terdapat investor

yang tertarik pada salah satu usulan investasi yang ditawarkan.

Kajian ini tidak dapat selesai tanpa dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan
yang baik ini ijinkan Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi- tingginya kepada seluruh anggota Tim yang terlibat, Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali beserta
jajarannya, perwakilan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang turut serta
mendampingi kami selama proses observasi lapangan, serta para pihak dan
informan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa
dokumen kajian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, Kami memohon kritik dan
saran demi perbaikan kajian ini kedepannya. Semoga hasil dari Kajian ini dapat

diterima dan memberikan wahana informasi bagi investor dan para pengambil

kebijakan.

Denpasar, Mei 2022
Ketua Tim Kajian Kelayakan Investasi

Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, S.E., M.Si,
CMA
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Kabupaten Buleleng
(Akomodasi Wisata Desa Pejarakan)

BEP = 1.510.295.496
IRR = 7%, Pay Back (tahun) = 6,0

Kabupaten Jembrana
(Akomodasi Desa Wisata Manistutu)

BEP = 1.283.182.576
IRR = 49%, Pay Back (tahun) = 2,0

Kabupaten Tabanan
(Pengolahan Beras Merah Organik)

BEP = 706.553.480
IRR = 14%, Pay Back (tahun) = 4,1

Kabupaten Badung
(Pengembangan Produksi Tenun Ikat Endek)

BEP = 1.136.208.626
IRR = 7%, Pay Back (tahun) = 2,9

Kabupaten Bangli
(Fasilitas Wisata Alam Gunung Batu)

BEP = 1.142.065.217
IRR = 34%, Pay Back (tahun) = 2,4

Kabupaten Denpasar
(Pengembangan Wisata Pulau Serangan)

BEP = 4.699.601.926
IRR = -37%, Pay Back (tahun) = 63,0

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Karangasem
(Pengembangan Produksi Kapas)

BEP = 1.647.600.000
IRR = 30%
Pay Back (tahun) = 2,8

Kabupaten Klungkung
(Rumah Produksi Gula Semut)
BEP = 597.272.727

IRR = 28%
Pay Back (tahun) = 3,0

Kabupaten Gianyar
(Bumi Perkemahan Desa Kertha)

BEP = 1.283.182.576
IRR = 25%, Pay Back (tahun) = 3,2

Investasi sejatinya adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Investasi didefinisikan

juga sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu

relatif panjang dalam berbagai usaha. Tujuan utama dari investasi tidak lain

adalah untuk memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi. ltu

berarti tidak ada investor yang mau mengalami kerugian bahkan kehilangan dana

atau modal yang telah ditanamkan pada instrumen tertentu. Guna menghindari

kesalahan dalam mengambil keputusan investasi, wajib hukumnya bagi investor

untuk melakukan analisis kelayakan investasi.
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Kelayakan investasi tidak semata hanya berdasarkan dari asumsi atau keyakinan
saja, tetapi wajib untuk dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek. Tanpa
pertimbangan yang matang, investasi ibarat membeli kucing dalam karung.
Artinya, investor tidak mengetahui secara jelas penanaman modal yang
dilakukannya tersebut menguntungkan atau tidak. Kajian ini berpedoman pada
panduan profil investasi daerah yang dikeluarkan BKPM Rl yang mewajibkan
analisa investasi mencakup tiga hal penting yaitu: analisa pasar, analisa biaya dan
analisa keuangan. Panduan tersebut menjelaskan bahwa dengan sedikitnya
menganalisa ketiga aspek di atas, setidaknya Pemerintah Daerah dapat
memberikan informasi awal yang cukup menarik kepada investor. Sudah tentu,
investor yang serius berinvestasi di daerah, selanjutnya akan melakukan studi

kelayakan sendiri dan dengan tingkat keakurasian yang lebih tinggi.

Usulan penanaman modal yang dihitung kelayakan investasinya pada Kajian ini
terdiri dari: 1) Pondok Wisata dan Restoran di Desa Manistutu, Kecamatan
Melaya, Kabupaten Jembarana, 2) Rumah Produksi Pengolahan Benang
Pakan Tenun di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,
3) Creative & Innovation Hub sebagai penunjang konsep techno-tourism pada
Kawasan Pulau Serangan, Kota Denpasar, 4) Rumah Produksi Gula Semut di
Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, 5) Rumah Produksi
Kapas di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, 6) Kerta
Eco Park di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, 7) Wisata
Alam dan Air Panas di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 8)
Pengembangan akomodasi pariwisata villa di Desa Pejarakan, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan 9) Rumah Makan Beras Merah di Desa
Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Hampir seluruh usulan
proyek menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan tingkat pengembalian IRR
berada diatas tingkat suku bunga deposito. Hanya saja, investasi yang terlalu
besar berada pada rencana proyek pengembangan kawasan pulau serangan
dengan nilai beli lahan yang cukup tinggi per lot nya. Sehingga IRR berada
dibawah tingkat suku bunga deposito.

Kajian ini mencoba untuk menawarkan usulan yang paling menjanjikan untuk
menjadi fokus unggulan investasi yang akan ditawarkan kepada investor serta
berdampak pada pengembangan industry UMKM di Provinsi Bali. Adapun usulan
proyek yang potensial untuk digarap adalah rencana pengembangan rumah
produksi kapas di Desa Datah Kabupaten Karangasem. Usulan proyek ini tidak

saja berdampak pada pengembangan sektor peertanian di Karangasem, namun
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juga berkontribusi menjadi kekuatan penting sebagai bahan baku benang bagi
kebutuhan penenun endek di Provinsi Bali. Dari analisa investasi yang telah
dijelaskan pada Bab sebelumnya, kebutuhan investasi tidak saja difokuskan untuk
pendirian rumah produksi kapas, namun juga pengadaan sewa lahan produktif

untuk pembudidayaan penanaman kapas.

Investasi di bidang kapas tidak saja mampu menghadirkan hasil produksi
pertaniannya semata, namun juga menggairahkan semangat petani lokal untuk
bercocok tanam sekaligus bermitra dalam pengembangan rumah produksi. Selain
itu, akan tercipta pembukaan lapangan kerja baru dibidang pengolahan hasil serta
linear dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menggerakan produksi tenun
ikat. Jika nantinya Pemerintah Provinsi Bali berencana mendirikan pabrik
pemintalan benang bahan dasar pakan dan lusi untuk tenun endek, maka dapat
dipastikan sumber bahan baku kapasnya dapat diperoleh dari rumah produksi ini.
Selain untuk kebutuhan bahan baku benang tenun, hasil panen kapas juga
berpotensi untuk dikembangkan menjadi kapas siap jual untuk industry kecantikan
dan kesehatan yang makin menjanjikan kedepannya. Terlebih semangat
perkembangan pembangunan pariwisata bali kedepan menuju kearah health and

wellness tourism.

Hadirnya investasi baru dibidang ini juga sejalan dengan upaya peningkatan
kualitas SDM / manusia bali mengkhusus di Kabupaten Karangasem. Merujuk
pada Data Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Bappenas, Indek
Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada di Denpasar dengan besaran 83,93,
kemudian diikuti Badung sebesar 81,6. IPM terendah berada di Karangasem yang
sebesar 67,35. Kabupaten lainnya berstatus tinggi (Gianyar, Tabanan, Buleleng,
Jembrana dan Klungkung) dan sedang (Bangli). Meskipun demikian disparitas IPM
antara Denpasar dan Karangasem saat ini sudah semakin kecil dibanding pada
saat tahun 2010. Setidaknya, hehadiran proyek investasi di Desa Datah akan
mampu memberikan stimulus pada peningkatan IPM di Kabupaten Karangasem

sendiri.
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11 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan bagian dari indikator mengukur

tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan tidak saja
untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga memberi
ruang seluas-luasnya pada kesempatan berusaha melalui kegiatan penanaman
modal. Dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang positif, merata
dan berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang baik. Sebuah iklim
investasi yang kondusif tidak lain adalah iklim yang yang mendorong sebesar
besarnya investasi dengan biaya dan risiko terendah dengan mengahsilkan
keuntungan jangka panjang yang tinggi (Sopandi dan Nazmulmunir, 2012). Di
Indonesia sendiri beragam faktor mendominasi baik tidaknya iklim investasi tercipta.
Melalui beberapa studi yang pernah dilakukan faktor sosial, stabilitas politik,
stabilitas ekonomi serta kondisi infrastruktur dasar sangat vital menjadi penentu

pertumbuhan dan perkembangan investasi.

Dalam upaya menumbuhkembangkan percepatan investasi atau penanaman
modal, Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah bersama-sama
bertanggungjawab memastikan adanya kemudahanan penyelenggaraan perizinan
berusaha di daerah. Kemudahan perizinan berusaha di daereah tidak saja
merupakan bagian dari peningkatan iklim dan daya saing penanaman modal di
daerah namun juga upaya peningkatan realisasi investasi baik itu yang bersumber
dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penamaman Modal Asing
(PMA). Data statistik menunjukkan bahwa perkembangan PMDN mengalami
peningkatan terus dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dengan rata-rata realisasi
penanaman modal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tumbuh positif sebesar
11,9 persen, walau di tahun 2018 mengalami perlambatan dimana pertumbuhan
penanaman modal hanya sebesar 4,1 persen sehingga nilai realisasi penanaman
modal pada tahun tersebut hanya mencapai 94,3 persen dari target. Realisasi PMA
mengalami peningkatan dari Rp307,0 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp365,9
triliun pada tahun 2015, Rp396,6 triliun pada tahun 2016, dan Rp430,5 triliun pada
tahun 2017. Realisasi PMA mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi
sebesar Rp 392,7 triliun, namun kembali meningkat menjadi Rp423,1 triliun pada
tahun 2019. Data perkembangan realisasi penanaman modal menurut data Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari tahun 2014-1019 dapat dilihat pada
Tabel 1.1 dibawah ini.
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Tabel 1. 1 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014-2019

Keterangan Tahun

2014 2015 2016 2m7 208 2019
Realisasi PMA (Rp. Triliun) 3070 3659 396,6 430,5 3927 4231
Target PMA (Rp. Triliun) 2973 33,7 3864 429.0 4674 4837
Realisasi PMA (Rp. Triliun) 156,1 1795 6,2 2623 328,6 3865
Target PMDN (Rp Triliun) 1593 1758 2084 2498 2976 308,3
Total Realisasi (Rp. Triliun) 463,1 55,6 6128 692,8 M3 809.6
Total Target (Rp. Triliun) 456,6 5195 94,8 678,8 765,0 7920
Capaian Realisasi (%) 101, 40%| 10500%| 103,00%| 10210% 9430%( 102,20%
Pertumbuhan (%) 16,20% 17 80% 12.40% 13,10% 410% 12,20%

Sumber: Renstra BKPM 2020-2024

Pada periode tersebut, perkembangan kegiatan penanaman modal di Pulau Jawa
dan luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan. Capaian tersebut sejalan dengan
upaya terus Pemerintah Pusat menciptakan pertumbuhan investasi dan pemerataan
ekonomi di luar pulau jawa melalui strategi dan program peningkatan daya saing
penanaman modal di di daerah terus dilakukan. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan adanya 2 (dua) sasaran
pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan guna mendukung agenda
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui penguatan ketahanan
ekonomi. Tentu dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan
tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dibidang penanaman modal baik di
sektor riil, industrialisasi termasuk penataan terus iklim usaha dan investasi. BKPM
menterjemahkan RMPJN 2020-204 dengan menargetkan hadirnya peningkatan
realisasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 886,0 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.
1.500 triliun pada tahun 2024 dengan nilai upaya implementasi perizinan usaha
berbasis elektronik yang selesai di Tahun 2024 dan target pencapaian realisasi

kontribusi investasi di luar jawa sebesar 49,7%.

Berada pada wilayah terdekat dengan Pulau Jawa, Pulau Bali memiliki peluang yang
sangat besar sebagai penopang hadirnya investasi melalui PMDN maupun PMA.
Dengan berbekal modal dasar alam, manusia (krama), dan kebudayaan yang
dimiliki, Bali tidak saja sebagai primadona dan tujuan wisata dunia, namun
berpeluang menjadi sasaran hadirnya investasi baru dalam upaya meningkatkan
kapasitas dan trasformasi ekonomi bali secara khusus dan Indonesia secara umum.
Bahkan beberapa tahun terakhir, nilai investasi dan jumlah investor di Provinsi Bali
meningkat dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 sesuai dengan Tabel 1.2 dibawah ini.
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Tabel 1. 2 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional

(PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Keterangan Tahun
2013 014 2015 2016 M7 2018
Jumlah Investor Berskala Nasional 10 1M 86 136 100 166
Nilai Investasi Berskala Nasional [Rp Triliun] 20 6,75 38 697 55 447
Sumber: SIPD Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-
2023

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan fluktuasi yang kurang stabil dari tahun ke tahun
baik itu dari jumlah investor dan juga nilai investasi yang masuk ke Provinsi Bali.
Penurun keduanya terlihat dari data tahun 2014 menuju kinerja tahun 2015 dan
kinerja tahun 2016 menuju tahun berikutnya di tahun 2017. Kondisi ini memerlukan
strategi khusus dibidang penanaman modal dalam rangka memastikan iklim
investasi di Provinsi Bali terjaga dengan baik dan tumbuh pada trend yang positif.
Pengembangan sektor pariwisata sebagai tulang punggung pendapatan daerah di
Bali telah banyak memberikan kontribusi dalam terciptanya lapangan kerja dan
investasi di daerah walau disadari bahwa problem pembangunan utamanya
masalah ketimpangan wilayah masih belum maksimal dapat diatasi. Dalam salinan
umum penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dijelaskan tentang upaya mengatasi ketimpangan
wilayah di Provinsi Bali melalui:
1. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi
geografis dan aksesibilitas wilayah.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur  berupa pengembangan dan
pembangunan
jaringan transportasi darat, laut dan udara.
3. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat
pengembangan  wilayah  mencakup  didalamnya  pengembangan

perekonomian khususnya pengembangan investasi.

Upaya tersebut tentu sejalan dengan misi ke-16 arah dan tujuan pembangunan
Provinsi Bali yaitu: membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian
baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali melalui pemberdayaan sumber
daya lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Ada dua

sasaran penting yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai
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tujuan pemerataan pertumbuhan tersebut diantaranya adalah peningkatan

investasi yang merata dan juga peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Beragam program kegiatan peningkatan investasi dicanangkan untuk dilaksanakan
Perangkat Daerah terkait diantaranya program peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi, program pengembangan promosi penanaman modal, program
peningkatan kualitas perijinan serta program pengendalian penanaman modal
dengan harapan tercapainya proyeksi jumlah investor dan nilai investasi yang
positif seperti dijelaskan pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1. 3 Target Capaian Tahunan Bidang Penanaman Modal Provinsi Bali

Keterangan L Tahun

009 a0  wal  an] am
Jumlah Investor Berskala Masional 168 170 172 174 176
Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp Triliun) 4,63 4,80 498 516 533

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
Tabel 1.3 diatas menunjukkan proyeksi yang positif dengan target yang cukup
optimis. Mencapai target realisasi tersebut tentu membutuhkan kerja keras seluruh
stakeholders sehingga mampu sejalan dan simultan pula dengan semangat
transformasi ekonomi bali pasca pandemi Covid-19. Dalam Laporan Perekonomian
Provinsi Bali Trwulan Ill Tahun 2021, Bank Indonesia mencatat bahwa Perekonomian
Bali mengalami kontraksi -2,91% setelah sempat tumbuh positif pada periode
triwulan sebelumnya 2,88%. Tertahannya kinerja perekonomian Bali pada triwulan
[Il' 2021 dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas seiring dengan
peningkatan kasus COVID-19 (varian delta) pada triwulan 1ll 2021. Dari sisi
pengeluaran, kontraksi ekonomi Bali terutama bersumber dari tertahannya kinerja
konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, serta
meningkatnya impor luar negeri. Di sisi lain, kinerja investasi yang membaik
dibanding triwulan sebelumnya didorong oleh berlanjutnya proyek-proyek strategis

ditengah PPKM Darurat dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Membaiknya kinerja investasi didorong adanya beberapa proyek fisik seperti
pengembangan Pelabuhan Benoa, Bandara | Gusti Ngurah Rai, pengerjaan Jalan
Shortcut Singaraja-Mengwitani serta proyek Pelabuhan Segitiga Sanur-Nusaq,
Penida-Nusa Ceningan. Selain itu, perbaikan kinerja investasi juga didorong oleh
berlanjutnya pengerjaan proyek perhotelan di Kawasan Nusa Dua, Badung. Lebih
lanjut Bank Indonesia melaporkan capaian kinerja investasi yang membaik pada
triwulan Il Tahun 2021 juga ditunjang dari penjualan semen serta realisasi

penanaman modal asing (PMA). Penjualan semen di Bali pada triwulan laporan
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tercatat tumbuh 1,83% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan 11 2021 -7,98%
(yoy). Realisasi PMA sektor hotel dan restoran pada triwulan tersebut tercatat

tumbuh 5,91%(yoy), lebih baik daripada triwulan sebelumnya.

Kondisi investasi yang mengarah pada perbaikan menuju trend yang positif
tersebut, juga wajib didukung upaya terus untuk memetakan potensi dan peluang
investasi daerah. Dalam Buku Panduan Penyusunan Singkat Penyusunan Profil
Investasi Daerah yang dikeluarkan BKPM pada Tahun 2018 dengan sangat jelas

diuraikan bahwa

Upaya pemetaan profil investasi dan peluang investasi diharapkan memberikan
informasi sebesar-sebesarnya kepada pihak berkepentingan dalam hal ini investor
untuk menilai sumber daya potensial, sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi,
aspek lingkungan serta perkiranaan nilai investasi. Oleh karenanya Pemerintah
Daerah melaluil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berupaya menawarkan model perhitungan analisa investasi dari beberapa peluang
penanaman modal yang ada di wilayah Provinsi Bali. Peluang penanaman modal
yang dihitung analisa kelayakannya pada Kajian ini merupakan peluang investasi
yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan menyajikan aspek
analisa pasar, analisa biaya dan analisa keuangan, Kajian ini memberikan
gambaran tentang prospek investasi serta gambaran kasar perhitungan investasi
yang dapat dijadikan acuan bagi para pananamn modal dalam menilai layak

tidaknya investasi dilakukan.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Kajian Analisa Kelayakan Investasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintuy;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah  Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 202l Tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Peratu ran Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;

20.Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan

Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

121  Maksud dari Kajian Kelayakan Investasi ini adalah menjabarkan informasi
analisis pasar, analisis biaya dan analisis keuangan dari potensi dan peluang
penanaman modal yang menjadi usulan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

122 Tujuan dari pelaksanaan Kajian Kelayakan Investasi ini adalah menghasilkan
sebuah dokumen kajian sebagai bahan bagi investor dalam menilai
kelayakan investasi terhadap usulan penanaman modal Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum
Penyusunan Kajian, Masud dan Tujuan serta Sistematika Penyajian.

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan tentang gambaran Provinsi Bali dilihat dari aspek
administrasi wilayah, kondisi fisik dasar, kondisi kawasan pesisir dan
pulau, penggunaan lahan wilayah, kependudukan serta kondisi
perekonomian.

BAB Il GAMBARAN UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
Bab ini menguraikan tentang kebijakan dan kondisi penanaman modal
di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

BAB IV POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN/KOTA
Bab ini menguraikan tentang gambaran usulan penanaman modal
Kabupaten/Kota, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta
pemilihan penanaman modal Kabupaten/Kota yang dilakukan
perhitungan kelayakan investasi.

BAB V ANALISA KELAYAKAN INVESTASI USULAN KABUPATEN/ KOTA
Bab ini menjelaskan analisis SWOT, analisa pasar, analisa biaya serta
analisa keuangan setiap usulan penanaman modal Kabupaten/Kota.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan kajian dan saran.
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2.1 GAMBARAN PROVINSI BALI
211 ADMINISTRASI WILAYAH

Wilayah Provinsi mencakup wilayah ruang darat, wilayah ruang laut, dan wilayah
ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Wilayah ruang darat Provinsi Bali memiliki luas sebesar
559.001,27 Ha terbagi dalam 8 wilayah kabupaten, 1 wilayah kota, 57 kecamatan,
636 desa dan 80 kelurahan. Data luas wilayah tiap-tiap kabupaten/kota dan
kecamatan diperlihatkan pada Tabel 4 dan Gambar 1 merupakan kesatuan wilayah
Pulau Bali sebagai pulau utama dan 33 buah pulau kecil, tiga diantaranya
berpenghuni. Sementara itu, wilayah perairan pesisir Provinsi Bali mencakup wilayah
laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah

laut Provinsi yang berdekatan, memiliki luas kurang lebih 915.254,10 Ha.

Secara geografis, Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok,
termasuk wilayah Indonesia bagian tengah pada posisi koordinat 08°3'40" -
08°50'48" LS (lintang selatan) dan 114°25'53" - 115°42'40" BT (Bujur Timur), dengan
batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

e Sebelah utara : Laut Bali

e Sebelah timur : Selat Lombok

e Sebelah selatan: Samudera Hindia

e Sebelah barat : Selat Bali

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Provinsi Bali

PERSENTASE

THD LUAS

NO KAB/KOTA KECAMATAN LUAS WIL (HA) DARATAN
(%)

[ WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI 559.001,27 100,00

1 Kota Denpasar Denpasar Utara 2.659,99 0,48
Denpasar Timur 2.609,20 0,47
Denpasar Selatan 4.944,27 0,88
Denpasar Barat 2.357,98 0,42
JUMLAH 12.571,45 2,25
2 Kabupaten Badung Abiansemal 6.636,28 1,19
Kuta 2.219,43 0,40
Kuta Selatan 10.145,30 1,81
Kuta Utara 3.472,09 0,62
Mengwi 8.181,88 1,46
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PERSENTASE
THD LUAS
NO KAB/KOTA KECAMATAN LUAS WIL (HA) DARATAN

(%)

Petang 9.219,94 1,65

JUMLAH 39.874,92 713

3 Kabupaten Bangli Bangli 5.740,80 1,03
Kintamani 36.965,66 6,61

Susut 5.045,00 0,90

Tembuku 4.924,95 0,88

JUMLAH 52.676,41 9,42

4 Kabupaten Buleleng Banjar 13.785,28 2,47
Buleleng 4.624,84 0,83

Busungbiu 14.065,41 2,52

Gerokgak 40.581,10 7,26

Kubutambahan 11.847,47 2,12

Sawan 9.129,44 1,63

Seririt 12.310,21 2,20

Sukasada 16.096,30 2,88

Tejakula 9.835,19 1,76
JUMLAH 132.275,24 23,66

3 Kabupaten Gianyar Blahbatuh 3.804,07 0,68
Gianyar 5.050,40 0,90

Payangan 7.369,56 1,32

Sukawati 5.345,60 0,96

Tampaksiring 3.737,62 0,67

Tegallalang 6.740,57 1,21

Ubud 4.382,71 0,78

JUMLAH 36.430,53 6,52

4 Kabupaten Jembrana Jembrana 8.957,87 1,60
Melaya 22.962,32 4.1

Mendoyo 29.740,68 5,32

Negara 9.756,36 1,75

Pekutatan 13.496,15 2,41

JUMLAH 84.913,38 15,19

5 Kabupaten Karangasem Abang 13.183,88 2,36
Bebandem 8.201,38 1,47

Karangasem 9.220,04 1,65

Kubu 23.114,82 4,14

Manggis 7.772,73 1,39

Rendang 11.006,11 1,97

Selat 7.184,52 1,29

Sidemen 4924826 0,76
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PERSENTASE
THD LUAS
NO KAB/KOTA KECAMATAN LUAS WIL (HA) DARATAN

(%)

JUMLAH 83.931,74 15,01

6 Kabupaten Klungkung Banjarangkan 3.832,60 0,69

Dawan 3.626,39 0,65

Klungkung 3.035,24 0,54

Nusa Penida 20.901,77 3,74

JUMLAH 31.396,01 5,62

7 Kabupaten Tabanan Baturiti 10.738,23 1,92

Kediri 5.587,91 1,00

Kerambitan 4.684,48 0,84

Marga 4.481,32 0,80

Penebel 14.356,92 2,57

Pupuan 17.648,73 3,16

Selemadeg 6.063,17 1,08

Selemadeg Barat 10.870,11 1,94

Selemadeg Timur 6.133,56 1,10

Tabanan 4.367,16 0,78
JUMLAH 84.931,59
I | WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI 915.254,10
Il | TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI 1.474.255,37

Sumber: digitasi peta dasar BIG edisi Mei 2021
) reuceninn srownsisn |

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2022-2042

PETA WILAYAH ADMINISTRAS!

SAMUDERA HINDIA e

Gambar 1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Sumber: Peta Dasar BIG, 2021
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212 KONDISI FISIK DASAR

Kondisi fisik dasar wilayah Provinsi Bali ditinjau dari segi kondisi topografi, geologi,
hidrologi, klimatologi, kemiringan lahan, jenis tanah dan kondisi kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. KONDISI TOPOGRAFI
Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief
Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di
antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717
m) dan Gunung Agung (3.140 m). Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri
dari kelompok lahan sebagai berikut:
* Lahan ketinggian 0-50 mdpl dengan permukaan cukup landai seluas 77.321,38
ha.
* Lahan ketinggian 50-100 mdpl dengan permukaan berombak sempai
bergelombang seluas 60.620,34 ha.
* Lahan ketinggian 100-500 mdpl dengan permukaan bergelombang sdampai
berbukit seluas 211.923,85 ha.
* Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha.

Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90
ha.

B. KONDISI GEOLOGI

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk,

1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung

api. Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir.
Komposisi litologi/batuan wilayah di Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung sebagai
endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung,
wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak,
Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten
Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung
(Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar
Selatan dan Pulau Serangan asli).

2. Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter-kars-kan,
batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung
Kabupaten Buleleng.

3. Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping

terumbu.  Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten
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Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.

4. Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal;
sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah

Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

Kondisi geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala
Miosen Bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh
batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang
kemudian membentuk Formasi Selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi
utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliosen,
seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut. Bersamaan
dengan pengangkatan, terjadi pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian
tersesarkan satu terhadap yang lainnya. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan
batuan organik atau endapan yang lebih muda. Selama kala Pliosen, di lautan
sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang
kemudian menghasilkan Formasi Asah. Di barat laut sebagian dari batuan muncul
ke atas permukaan laut. Sementara ini semakin ke barat pengendapan batuan
karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliosen terangkat dan

tersesarkan.

Kegiatan gunung api lebih banyak terjadi di daratan, yang menghasilkan gunung
api dari barat ke timur. Seiring dengan terjadinya dua kaldera, yaitu mula-mula
kaldera Buyan-Bratan dan kemudian kaldera Batur, Pulau Bali masih mengalami
gerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian utara. Akibatnya, Formasi
Palasari terangkat ke permukaan laut dan Pulau Bali pada umumnya mempunyai
penampang Utara-Selatan yang tidak simetris. Bagian selatan lebih landai dari
bagian Utara. Stratigrafi regional berdasarkan Peta Geologi Bali geologi Bali

tergolong masih muda. Batuan tertua kemungkinan berumur Miosen Tengah.

C. KONDISI JENIS TANAH
Jenis tanah utama di Pulau Bali menurut Peta Tanah Tinjau Bali (1970) adalah
sebagai berikut:

1. Aluvial, terdiri atas Aluvial Hidromorf dan Aluvial Coklat Kelabu, tersebar
sepanjang pesisir pantai Kab Jembrana, Kec Kerokgak di Kab Buleleng, Kec
Manggis dan sebagian kecil Kec Karangasem di Kab Karangasem.

2. Regosol, terdiri atas Regosol Coklat Kelabu, Regosol Kelabu, Regosol Coklat
dan Regosol Berhumus. tersebar di Kabupaten Badung (leher Kuta), Denpasar

(pesisir dekat pantai Denpasar Selatan dan Denpasar Timur), seluruh pesisir
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Gianyar, Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung di Kabupaten Klungkung,
Kecamatan Kubu, sebagian Manggis dan Karangasem di Kabupaten
Karangasem dan wilayah pesisir Kabupaten Buleleng meliputi Tejakula,
Kubutambahan, Sawan, Buleleng dan Seririt.

3. Andosol Coklat Kelabu, terdapat di bagian atas Kecamatan Banjar Kabupaten
Buleleng.

4. Latosol, terdiri atas Latosol Coklat Kekuningan, Latosal Coklat, Latosol Coklat
Kemerahan dan Litosol. Jenis tanah ini mendominasi wilayah pesisir Bali yaitu
meliputi Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung, Denpasar, Jembrana, dan
Klungkung.

5. Mediteran, terdiri atas Mediteran Coklat dan Mediteran Coklat Merah.
Tersebar terbatas di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Prapat Agung
dan Pejarakan Kabupaten Buleleng, Bukit (Kecamatan Kuta Selatan)
Kabupaten Badung dan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang
pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan
tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung
serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung
Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis
terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran
rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah

yang luas dan landai.

Kemiringan Pulau Bali didominasi kemiringan > 15% sebagai konsekuensi pola rantai
pegunungan dan perbukitan. Wilayah pesisir utara kemiringan O - > 40%. O - 2%
relatif sempit terdapat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.
Wilayah pesisir selatan Pulau Bali kemiringan O - 40%, kemiringan O - 2% relatif
lebar di Kabupaten Jembrana, Tabanan bagian timur, seluruh Kabupaten Badung,
dan Kota Denpasar. Kemiringan 2 - 15% mendominasi wilayah Kabupaten Tabanan
dan Gianyar, kemiringan 15 - 40% mendominasi Kabupaten Jembrana dan
Klungkung, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Karangasem barat (Kecamatan
Manggis) kemiringan >40% dan di Kecamatan Karangasem O -2% dan 2 - 15%.
Bukit Peninsula dan Prapat Agung umumnya mempunyai kemiringan 15 - 40% dan
di atas 40%.

D. KONDISI HIDROLOGI
Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat -

timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke
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selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau.
Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokan dalam Wilayah Sungai Bali Penida,
terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67
DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS da Zona Barat 31 DAS. Dari
391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota.
Provinsi Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125
DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70
DAS). Jumlah dan sebaran DAS dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.2 Jumlah dan Sebaran DAS Di Provinsi Bali

LDU:‘SS PAI;LA;NG LOKASI
NO KABUPATEN/KOTA Balam Cinos
(km?) (km) Kab./Kota | Kab./Kota Jumlah

1 Jembrana 855,25 290,77 17 1 28
2 Tabanan 852,39 376,08 33 3 36
3 Badung 399,51 185,53 32 2 34
4 Gianyar 366,67 185,51 5 4 9
5 Klungkung 106,36 70,54 5 10
6 Bangli 529,43 156,98 0] 9 9
7 Karangasem 843,35 453,47 65 8 73
8 Buleleng 1.328,91 810,56 93 32 125
9 Kota Denpasar 126,25 61,11 5 2 7
10 Nusa Penida 208,91 185,90 60 (0] 60
WS Bali Penida 5.617,04 2.776,46 315 76 391

Sumber: DAS WS Bali Penida 2016

ZONA UTARA
(137 DAS)

s i

ZONA BARAT
(31 DAS)
ZONA SARBAGITA : : AT
(85 DAS) &P T e

Gambar 2 Pembagian Lima Zona DAS Provinsi Bali
Sumber: BWS Bali Penida, 2016
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Gambar 3 Sebaran 391 DAS di Provinsi Bali
Sumber: BWS Bali Penida, 2016

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli,

Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di
Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam

Kabupaten Buleleng.
wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m3. Danau terbesar di

Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau.
Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan
Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng,
Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota
Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem
(Dinas PU Provinsi Bali, 2011). Seluruh bendungan/waduk/embung tersebut terdapat
di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m3, tidak
termasuk Bendungan Benel. Data Potensi Air Bendungan/Waduk/Embung di

Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.3 Potensi Air Danau di Provinsi Bali
KEDALAMA

DAERAH LUAS
TANGKAPA PERMUKAAN  RATA.
N (HA) (HA) RATA

KAB/

Bangli 50,8 i i 815,38

2 Beratan Tabana 1.340 385 12,8 2,0 2,0 49,9292
n

3 | Buyan Bulelen 2.410 367 31,7 37 1,5 116,25
9

4 | Tamblinga | Bulelen 920 15 23,5 18 0,9 27,00
n g

Jumlah 1.007,8

5

Sumber: BWS Bali Penida (2016)

Berdasarkan data pada Balai Wilayah Bali Penida, didapatkan data jumlah mata
air di Provinsi Bali Tahun 2015 adalah sebanyak 1.934 mata air dengan debit kurang
lebih sebanyak 32.271,82 |t/dtk. Potensi Mata Air di Provinsi Bali dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Potensi Mata Air di Provinsi Bali

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH MATA AIR DEBIT (lt/dt)
1 Gianyar 106 3.280,36
2 Bangli 447 3.632,74
3 Klungkung 492 1.335,17
4 Karangasem 215 12.838,15
5 Tabanan 188 6.570,88
6 Buleleng 229 2.782,69
7 Jembrana 129 395,30
8 Badung 38 1.436,54
9 Denpasar o .

TOTAL 1.394 32.271,82

Sumber: Kumpulan Data Sekunder, BWS Bali Penida, 2015

E. KONDISI AIR TANAH DAN CEKUNGAN AIR TANAH
Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan
air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau
tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya
> 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta,
Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
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Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi
pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5
- 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota
Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).

Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah
beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter
di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di
wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan
Mendoyo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt,
dan Banjar).

Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya < 5
liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran
dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara
Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air
tanah beragam, debit sumur umumnya > 5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten
Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri),
Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar
(Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir
dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai
Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka
air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di
wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg,
Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan
dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan
Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis,
Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng
(Tejakula, Buleleng dan Seririt).

Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena
dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di
Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan
Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan
Buleleng.

Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan,
rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran
sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai
Kubutambahan.
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9. Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan,
rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di
Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

10. Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal
terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di
wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan
dan Sumberkima).

N1. Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten

Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

Potensi air tanah (imbuhan) di Bali sebesar 138,12 m3/dt dan batas ekspolitasi (10%)
sebesar 13,812 m3/dt. Potensi imbuhan air tanah tertinggi terdapat di Kabupaten

Tabanan dan terendah di Kota Denpasar.

21.3 KONDISI KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kondisi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah Provinsi Bali secara

umum adalah sebagai berikut.

A. BATIMETRI

Pulau Bali dan pulau-pulau utama dari rantai kepulauan Lesser Sunda dikenal
sebagai pulau-pulau yang memiliki perairan laut yang dalam di sekitar pantainya.
Pola batimetri perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mempunyai

karakteristik yang berbeda-beda menurut wilayahnya, sebagai berikut:

1. Perairan Selat Bali, cenderung dangkal (<200 m) bagian dari paparan
sunda dan merupakan selat yang sempit di bagian utara dan meluas
ke arah selatan.

2. Perairan Selat Lombok memiliki batimetri yang dalam (800-1000 m) kecuali
di bagian selatan sekitar Pulau Nusa Penida.

3. Pola batimetri perairan pesisir Selat Bali di wilayah Kabupaten Jembrana

umumnya sejajar garis pantai pada kontur di bawah kedalaman 100 m,

sedangkan kontur di atas 100 m lebih berkelok-kelok. Perairan dekat
pantai mempunyai pola kontur yang rapat pada kedalaman di bawah 100
m.

4. Perairan di Selat Bali yang merupakan garis perbatasan antara Propinsi Bali
dengan Jawa Timur mempunyai kedalaman maksimum 300 m yaitu di
sebelah selatan Perancak.

5. Perairan pesisir di wilayah Kabupaten Tabanan relatif dangkal dimana
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kedalaman maksimum pada jarak 4 mil laut dari garis pantai berada pada
isodepth maksimum 80 meter.

6. Perairan Bali Selatan sekitar Uluwatu Kabupaten Badung juga cenderung
sejajar garis pantai dengan dasar laut yang relatif curam sampai kedalaman
20 meter. Sedangkan kedalaman 20 meter sampai 50 meter, perairan
semakin landai.

7. Perairan dekat pantai di Labuhan Jimbaran, Kuta dan Seseh  termasuk
perairan yang sangat landai sampai landai, dengan pola kontur dasar laut
sejajar garis pantai pada kedalaman 20 meter ke atas.

8. Perairan pesisir di sebelah selatan Pulau Bali yang merupakan Samudera
Hindia merupakan perairan yang relatif curam. Kedalaman laut pada batas
4 mil laut di sebelah selatan Kabupaten Badung mencapai 200 meter dan
pada batas 12 mil laut kedalamannya mencapai 2000 meter, sedangkan
laut pada batas 4 mil di sebelah selatan Nusa Penida mempunyai
kedalaman hingga 300 meter dan pada batas 12 mil laut kedalamannya
mencapai 1600 meter.

9. Perairan Selat Badung merupakan perairan selat yang relatif dalam yaitu
mencapai 500 meter. Kontur dasar laut di sekitar Nusa Dua, Sanur dan
Gianyar relatif landai sedangkan di selatan Kabupaten Klungkung dan
Karangasem serta di sekitar Nusa Penida lebih curam. Pola kontur dasar
laut perairan Selat Bali pada sisi Pulau Bali cenderung sejajar garis pantai
sedangkan di sekitar Nusa Penida cenderung tegak lurus garis pantai.

10. Di wilayah pesisir timur Provinsi Bali yaitu perairan Selat Lombok merupakan
perairan yang sangat dalam. Kedalaman dasar laut antara Pulau Bali dan
Pulau Lombok lebih dari 1300 meter. Sedangkan kedalaman antara Nusa
Penida dan Pulau Lombok lebih kurang 300 meter.

1. Perairan pesisir utara Pulau Bali merupakan perairan yang curam dan
dalam. Semakin ke arah timur mendekati Selat Lombok, perairan semakin
curam dan dalam. Kedalaman dasar laut pada batas 4 mil laut di sebelah
utara Kubu, Tejakula, Kubutambahan dan Sawan lebih dari 1000 meter.

12. Sedangkan Laut Bali bagian barat relatif lebih landai dan dangkal. Pola
kontur dasar laut sampai isodepth di atas 1000 meter cenderung sejajar

garis pantai dan isodepth di atasnya cenderung tegak lurus garis pantai.

B. PULAU-PULAU KECIL WILAYAH

Wilayah Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali sebagai pulau terbesar dan beberapa
pulau kecil. Pulau-pulau kecil berpenduduk berjumlah empat pulau yaitu Nusa
Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Pulau Serangan. Sedangkan pulau-

pulau kecil tidak berpenduduk jumlahnya belum ditetapkan.

KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI DI PROVINSI BALI




36

Tabel 2. 5 Pulau-Pulau Kecil Wilayah Provinsi Bali

(HA) (M DPL)

Kabupaten Jembrana

1 | Pulau Kalong 6,00 2 Tidak berpenduduk
2 | Pulau Burung 4,50 3 Tidak berpenduduk
3 | Pulau Gadung 22,00 1 Tidak berpenduduk

B. | Kabupaten Badung

1 Pulau Pudut 1,40 1 Tidak berpenduduk

C. | Kota Denpasar

1 | Pulau Serangan 481 6 Berpenduduk

D. | Kabupaten Klungkung

1 Nusa Penida 19.2972 530 Berpenduduk

2 | Nusa Lembongan 889 64 Berpenduduk

3 | Nusa Ceningan 316 135 Berpenduduk

4 | Batumejinong 0,94 29 Tidak berpenduduk
5 | Batupahet 1,00 36 Tidak berpenduduk
6 | Batumelawang 0,72 29 Tidak berpenduduk
7 | Batumeling 0,29 10 Tidak berpenduduk
8 | Batulumbung 1,60 45 Tidak berpenduduk
9 | Batujinengan 1,00 14 Tidak berpenduduk
10 | Batumetegen 0,50 2 Tidak berpenduduk
11 | Batupadasan 10,10 62 Tidak berpenduduk
12 | Batuabah 3,50 1 Tidak berpenduduk
13 | Batukadlih 0,50 7 Tidak berpenduduk

E. | Kabupaten Karangasem

T [ Gili Maimpang 0,50 10 Tidak berpenduduk
9 | Gili Tepekong 4,70 23 Tidak berpenduduk
3 | Gili Kuan 1,80 20 Tidok berpenduduk
4 [ Gili Selang 1,00 2 Tidok berpenduduk

F. | Kabupaten Buleleng

1 Pulau Menjangan 136,00 72 Tidak berpenduduk

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Bali 2018
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C. TIPOLOGI PANTAI

Pantai adalah mintakat atau zona antara tepian perairan laut pada pasang rendah
sampai ke batas efektif pengaruh gelombang kearah daratan. Sedangkan garis
pantai adalah garis dimana daratan dan air bertemu yang posisinya berubah-ubah
sesuai dengan kondisi muka air akibat pasang surut (Shore Protection Manual 1984).
Panjang total garis pantai (shoreline) Provinsi Bali yang meliputi Pulau Bali dan
pulau-pulau kecil (Pulau Menjangan, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan,
Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan) adalah 610 km, dengan karakter Pantai
berpasir hitam, bertebing, berpasir putih, berbatu dan bermangrove dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. 6 Tipologi Pantai di Provinsi Bali

Tipologi Pantai (km)y Panjang

No KabupateriKota Pasir Hitam | Pasir Putuh blf:::::lllai Tebing Mangrove Lainnya Jumlah BWS BP)

1 |KAB. JEMBRANA 67,33 0 5,98 0,58 12,88 2,35 89,11
Pulau Bali 67,33 0 5,98 0,58 7,28 2,35 83,51 87,173
Pulau-Pulau Kecil 0 0 0 0 5,6 0 5,6

2 |KAB. TABANAN 23,42 0 0 11,99 0,1 0 35,91 30,477
Pulau Bali 23,42 0 0 11,99 0,1 0 35,91

3 |KAB. BADUNG 8,8 34,16 0 2,7 16 2,2 82,86
Pulau Bali 8,8 33,6 0 217 15,6 2,2 81,9 83,786
Pulau Kecil 0 0,56 0 0 04 0 0,9

4 |KOTA DENPASAR 3,26 9,09 0 9,67 9,53 4,97 36,52
Pulau Bali 3,26 6,43 0 0 8,54 0 18,23 46,164
Pulau Kecil 0 2,66 0 9,67 0,99 4,97 18,29

5 |KAB. GIANYAR 14,65 0 0 0 0 0 14,65 14,284
Pulau Bali 14,65 0 0 0 0 0 14,65

6 |KAB. KLUNGKUNG 13,09 26 0 77,69 6,3 0 123,08
Pulau Bali 13,09 0 0 0 0 0 13,09 113,397
Pulau-Pulau Kecil 0 2 0 77,69 6,3 0 109,99

7 |KAB. KARANGASEM 30,62 6,4 20,19 27,95 0 0 85,17
Pulau Bali 30,62 6,4 20,19 25,32 0 0 82,53 86,07
Pulau-Pulau Kecil 0 0 0 2,63 0 0 2,63

8 |KAB. BULELENG 81,33 21,02 21,43 1,01 31,14 0 165,92
Pulau Bali 81,33 19,49 21,43 8,62 27,88 0 158,74 172,301
Pulau Kecil 0 1,53 0 2,39 3,26 0 7,18
TOTAL 242,49 96,67 48 160,58 75,94 9,52 633,2
Pulau Bali 242,49 65,92 48 68,2 59,4 4,55 488,56 633,35
Pulau-Pulau Kecil 0 30,75 0 92,38 16,54 4,97 144,64
PERSENTASE 38,3 15,27 7,58 25,36 11,99 1,5 100
Pulau Bali 49,63 13,49 9,82 13,96 12,16 0,93 100
Pulau-Pulau Kecil 0 21,26 0 63,87 11,44 3,44 100

Sumber: *) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2013) **) Balai Wilayah Sungai Bali Penida (2015)
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Gambar 4 Tipologi Pantai Wilayah Provinsi Bali
Sumber : Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali, 2020

D. MORFOLOGI DASAR LAUT

Berdasarkan standarisasi Topomini Bentukan Dasar Laut Indonesia (Pusat
Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, (2008), morfologi dasar laut di
wilayah perairan pesisir Provinsi Bali, terdiri atas:

1. Dataran atau paparan benua,yaitu perluasan perimeter pada benua yang
terhubung dataran pesisir yang merupakan dasar laut dangkal. Laut sekitar
dataran pesisir Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya merupakan
bagian dari Paparan Sunda.

2. Cekungan atau Lubuk Laut (Basin), meliputi Cekungan Laut Bali dan
Cekungan Selat Bali. Berdasarkan kemiringan dan bentuk cekungan atau
tonjolan, dasar Laut Bali dapat dibedakan atas dua morfologi yaitu Paparan
Benua di bagian barat dimana kemiringan dasar laut semakin melandai ke
arah darat dan di bagian timur merupakan Lubuk Laut yaitu cekungan akibat
adanya penurunan dasar laut yang dapat disebabkan oleh lipatan.

3. Palung Laut, meliputi perairan Selat Lombok yang merupakan perairan curam
dan dalam. Sebagaimana diketahui Selat Lombok terdapat garis khayal
sebagai garis biologi dan garis geologi yang dikenal sebagai garis Wallace
yang membedakan penyebaran fauna Oriental dan Asiatis. Secara geografis,

garis Wallace terletak memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar.
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4. Lereng Benua (Continental Slope), meliputi perairan selatan Pulau Bali yang
menempati regim zona tambahan (contiguous) sebagai sistem Samudera
Hindia dimana zona ini dipengaruhi oleh interaksi lempeng-lempeng kerak
bumi Eurasia (utara) dan Hindia-Australia (selatan). Lereng benua ini bagian
relief dasar laut yang menurun tajam dan curam, kelanjutan dari landas benug,
memiliki sudut kemiringan kurang dari 500 menuju ke dalam laut, dan
kedalaman antara 200-1.500m.

5. Takat (Gosong), berupa gundukan yang terbentuk dari pasir atau kerikil di
dasar perairan. Gugusan takat atau gosong terdapat di perairan pesisir utara
Pulau Bali bagian barat. Takat tersebut antara lain Kisik Pegametan, Takat

Jaran, Takat Penyu, Takat Kembar, Takat Panjang dan Takad Sendang.

@ PEMERINTAH PROVINSI BALI
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Gambar 5 Morfologi Dasar Laut Wilayah Provinsi Bali

E. EKOSISTEM MANGROVE
Sebaran ekosistem mangrove di WP3K Provinsi Bali meliputi 11 kawasan di lima
Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kawasan Teluk Benoq, di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan Kabupaten Badung
dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan sebagian (1129,19 ha)
menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

2. Kawasan Perancak, Kecamatan Jembrana dan Negara Kabupaten Jembranam
seluas 53,72 ha ditetapkan sebagai hutan produksi tetap.

3. Kawasan Tuwed, Kecamatan Melaya dan Negara Kabupaten Jembrana, di luar

kawasan hutan.
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4. Kawasan Teluk Gilimanuk, meliputi Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
dan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, menjadi bagian kawasan
Taman Nasional Bali Barat.

5. Kawasan Teluk Trima, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, menjai
bagian Taman Nasional Bali Barat.

Kawasan Pulau Menjangan, menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat.

7. Kawasan Teluk Banyuwedang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng,
menjadi bagian termasuk Taman Nasional Bali Barat.

8. Kawasan Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, di luar
kawasan hutan.

9. Kawasan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, di luar
kawasan hutan.

10. Kawasan Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung,
menjadi bagian kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan.

1. Kawasan Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, di

luar kawasan hutan.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kondisi dan sebaran ekosistem mangrove

pada wilayah Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 6 Sistem Mangrove Wilayah Provinsi Bali
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F. EKOSISTEM TERUMBU KARANG
Sebaran mencakup 25 kecamatan dan tujuh kabupaten/kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Jembrana
a. Di perairan terlindung terdapat di Teluk Gilimanuk, Kecamatan Melaya.
b. Di perairan terbuka meliputi perairan pantai Selat Bali yang mencakup
Kecamatan Melaya, Negara dan Jembrana.
2. Kabupaten Badung
a. Perairan pesisir timur atau Selat Badung
b. Perairan pesisir selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindig;
c. Perairan pesisir barat atau Selat Bali.
3. Kota Denpasar
a. Menyebar sepanjang pantai lebih kurang 13 km, pada dua hamparan di
kawasan Sanur dan Pulau Serangan.
4. Kabupaten Gianyar
a. Tipe terumbu tepi membentang dari Pantai Ketewel sampai Pantai Lebih,
sepanjang lebih kurang 7,5 km
5. Kabupaten Klungkung
a. Terdapat di pulau-pulau kecil kawasan Nusa Penida, meliputi Nusa Penida,
Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan
b. Terumbu karang di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan menyebar
sekeliling pulau kecuali di Selat Ceningan (antara Nusa Lembongan dan
Nusa Ceningan).
6. Kabupaten Karangasem
a. Perairan pesisir selatan meliputi Kecamatan Manggis dan Karangasem
b. Perairan pesisir timur meliputi Kecamatan Abang
c. Perairan pesisir utara meliputi Kecamatan Kubu.
7. Kabupaten Buleleng
a. Dari Sepenanjung Prapat Agung sampai Tembok, mencakup pesisisr
wilayah 7 kecamatan (Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Kubutambahan

dan Tejakula.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kondisi dan sebaran ekosistem terumbu

karang pada wilayah Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut ini.

KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI DI PROVINSI BALI




42

G

@ PEMERINTAH PROVINSI BALI
7

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 20222042

PETA EKOSISTEM TERUMBU KARANG

i §

! | 'KETERANGAN:

Gambar 7 Ekosistem Terumbu Karang Wilayah Provinsi Bali

EKOSISTEM PADANG LAMUN

Sebaran ekosistem padang lamun di WP3K Provinsi Bali meliputi enam kecamatan

pada enam kabupaten/kota, sebagai berikut:

1.

Kabupaten Jembrana

Pada wilayah Kabupaten Jembrana, ekosistem padang lamun hanya terdapat
di Teluk Gilimanuk, Kecamatan Melaya.

Kabupaten Badung

Pada wilayah Kabupaten Badung, ekosistem padang lamun hanya terdapat di
Kecamatan Kuta Selatan, meliputi Nusa Dua, Geger, Sawangan dan Kutuh
Kota Denpasar

Pada wilayah Kota Denpasar, ekosistem padang lamun terdapat di kawasan
Sanur dan Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Kabupaten Klungkung

Pada wilayah Kabupaten Klungkung, sebagian besar ekosistem padang lamun
terdapat di Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sebagian kecil di Nusa
Penida.

Kabupaten Karangasem

Pada wilayah Kabupaten Karangasem, ekosistem padang lamun terdapat di
Candidasa dan Teluk Padangbai.

Kabupaten Buleleng
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Pada Kabupaten Buleleng, ekosistem padang lamun terbatas hanya di
Kecamatan Gerokgak, meliputi Teluk Trima-Labuhan Lalang, Tanjung Gelap-

Banyuwedang, Goris, Sumberkima dan Pengulon.

214 PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH

Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG 2021, didapatkan peta
tutupan lahan daratan wilayah tahun 2021. Penggambaran penggunaan lahan
Wilayah Provinsi Bali diidasarkan SNI 7645-1-12014 tentang Klasifikasi Penutup
Lahan skala 250.000. Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG,
maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan
di Provinsi Bali. Dari 